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PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 41 TAHUN 2014

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR UNIT PENYELENGGARA

BANDAR UDARA BUDIARTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal
233 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Penerbangan perlu dilakukan penataan organisasi dan
tata kerja Unit Pelaksana Teknis di bidang
penyelenggaraan bandar udara dalam Peraturan Menteri
Perhubungan;

b. bahwa Bandar Udara Budiarto mempunyai karakteristik
khusus sebagai bandar udara yang menyediakan
prasarana penelitian dan pengembangan, pendidikan
dan pelatihan penerbangan tidak melayani kegiatan
angkutan udara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Perhubungan tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara
Budiarto;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4956);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang
Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4075);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang
Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup
Bandara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5295);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2012 Tentang
Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara
Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 176);

5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13
Tahun 2014;

6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara
serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14
Tahun 2014;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang
Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian
dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun
2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun
2013;

9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun
2011 tentang Pedoman Penataan Organisasi di
Lingkungan Kementerian Perhubungan;

10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun
2013 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional;
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11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Tahun 2014
tentang Kriteria dan Klasifikasi Kantor Unit
Penyelenggara Bandar Udara;

Memperhatikan: Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi dalam Surat Nomor
B/2165/M.PAN-RB/5/2014 tanggal 30 Mei 2014 perihal
Penataan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit
Penyelenggara Bandar Udara (UPBU);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR UNIT
PENYELENGGARA BANDAR UDARA BUDIARTO.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI,

DAN KLASIFIKASI

Pasal 1

(1) Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Budiarto merupakan Unit
Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Direktur Jenderal Perhubungan Udara;

(2) Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Budiarto dimaksud dipimpin
oleh seorang Kepala.

Pasal 2

Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Budiarto, mempunyai tugas
melaksanakan pelayanan jasa kebandarudaraan, penyediaan prasarana
penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan penerbangan,
kegiatan keamanan dan keselamatan penerbangan, pengoperasian,
perawatan dan perbaikan fasilitas keselamatan, sisi udara, sisi darat, alat-
alat besar bandar udara dan fasilitas penunjang serta pelayanan
pengaturan pergerakan pesawat udara (Apron Movement Control/AMC),
dan penyusunan jadwal penerbangan (slot time).

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kantor
Unit Penyelenggara Bandar Udara Budiarto menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program;

b. pelaksanaan penyediaan prasarana penelitian dan pengembangan;

c. pelaksanaan penyediaan prasarana pendidikan dan pelatihan
penerbangan;

d. pelaksanaan kegiatan keamanan dan keselamatan penerbangan;
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e. pelaksanaan pengoperasian fasilitas keselamatan, sisi udara, sisi darat,
alat-alat besar bandar udara, fasilitas penunjang, serta fasilitas
keamanan penerbangan dan pelayanan darurat bandar udara;

f. pelaksanaan perawatan dan perbaikan fasilitas keselamatan, sisi
udara, sisi darat, alat-alat besar bandar udara, fasilitas penunjang,
serta fasilitas keamanan penerbangan dan pelayanan darurat bandar
udara;

g. pelaksanaan pelayanan pengaturan pergerakan pesawat udara (Apron
Movement Control/AMC) dan penyusunan jadwal penerbangan (slot
time);

h. pelaksanaan pengawasan, pengendalian keamanan dan ketertiban di
lingkungan kerja;

i. pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan,
kerumahtanggaan, hukum, dan hubungan masyarakat; dan

j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

BAB I

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

(1) Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Budiarto, terdiri atas:

a. Subbagian Tata Usaha;

b. Seksi Teknik dan Operasi Bandar Udara;

c. Seksi Keamanan dan Pertolongan Kecelakaan Pesawat Udara dan
Pemadam Kebakaran (PK-PPK); dan

d. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan organisasi Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Budiarto
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang I merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 5

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan
penyusunan rencana dan program, urusan keuangan, kepegawaian,
ketatausahaan, kerumahtanggaan, hukum, dan hubungan masyarakat
serta evaluasi dan pelaporan.

(2) Seksi Teknik dan Operasi Bandar Udara mempunyai tugas melakukan
pelayanan kebandarudaraan, penyediaan prasarana penelitian dan
pengembangan, prasarana pendidikan dan pelatihan penerbangan,
pengoperasian, perawatan dan perbaikan fasilitas keselamatan, sisi
udara, sisi darat, alat-alat besar bandar udara, fasilitas penunjang,
pelayanan pengaturan pergerakan pesawat udara (Apron Movement


